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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU-PPLH) merupakan hukum lingkungan positif yang berlaku dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Dalam kerangka Negara hukum kesejahteraan UU-PPLH berperan
sebagai hukum lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini
menguraikan, pertama, kedudukan hukum lingkungan dalam Negara hukum kesejahteraan di
Indonesia. Kedua, perwujudan hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU-PPLH) is a
positive environmental law that applies in the context of environmental management in Indonesia.
In the framework of the State, the welfare law Law-PPLH plays a role as an environmental law to
realize sustainable development. This paper outlines, first, the legal position of environment in the
welfare law state in Indonesia. Second, the realization of environmental law in the context of
sustainable development in Indonesia.

Keywords: Environmental Law, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya

dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 45

merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
danm penegakan hukum.

Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan
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lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti
manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan
pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan
manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan
“ramah lingkungan”.2 Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.3

Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi denganm
kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara
seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial.
Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal
tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang
sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan
pelestarian lingkungan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara
merupakan pihak yang dominan. Dominannya pemerintah merupakan konsekuensi dari
sebuah negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Walaupun demikian,
hukum lingkungan masih dipadang sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan. Bahkan, masih ada anggapan bahwa hukum lingkungan sebagai hambatan
ditengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga dengan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipandang sebagai konsep anti pembangunan
ekonomi dan soial.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Lingkungan

Tujuan yang ingin dicapai setiap negara memberikan kesejahteraan dan kemakmuran
bagi warga negara. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, peneyelenggaraan pemerintahan
diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
Sebagaimana dikutip oleh Masbudi, unsur pokok negara hukum yang dikemukakan oleh
para pendahulunya, perlu ditambah 2 (dua) unsur pokok lagi, pertama, setiap tindakan
pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini
negara, baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat kalau sudah ada
undang-undang untuk tindakan tersebut; kedua, peradilan administrasi untuk menyelesaikan
perselisihan antara penguasa dan rakyat dengan persyaratan, peradilan tersebut harus tidak
memihak dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh ahli hukum dalam bidang tersebut.4

Dalam suatu negara hukum, hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh
rakyat, karena mencerminkan kesadaran hukum dari rakyat. Untuk melaksanakan hukum
yang baik tersebut diperlukan wewenang perangkat administrasi negara yang terbatas atau
dibatasi oleh hukum. Dalam negara hukum kesejahteraan yang sedang dibicarakan ini,
Hukum Administrasi memegang peranan yang “besar” sehubungan dengan makin luasnya
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Urusan kepentingan publik
dimaksud, yakni dalam rangka menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam negara hukum kesejahteraan dituntut peran aktif administrasi negara dalam
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
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Berdasarkan uraian di atas diperlukan perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya
untuk rakyat melainkan juga bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugas
pemerintahan. Dalam lapangan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bidang-bidang
penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya bidang lingkungan hidup. Dalam kontek
negara hukum kesejahteraan di atas, penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan
hidup, pemerintah dituntut terlibat aktif, karena bidang ini menyangkut kepentingan publik
yang sangat luas. Dalam hal ini hukum lingkungan memegang peranan penting dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan
fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (social
control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana
pembangunan (a tool of social engineering) denga peran sebagai agent of development atau
agent of change.5

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (waarden beoordelem), yaitu
nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa
mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum
lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan
makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi Pengelolaan
lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan.
Menurut A.V. van den Berg dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti,6 berdasarkan kepentingan-
kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum
Lingkungan yakni hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber
daya alam, hukum tentang pembagian pemakaian ruang dan hukum perlindungan
lingkungan.

Menurut N.H.T Siahaan,7 hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial
dalam masalah lingkungan yang mengandung manfaat sebagai pengatur interaksi manusia
dengan lingkungan supaya tercapai keteraturan dan ketertiban (social order). Sesuai dengan
tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan
pembaharuan masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat
penting dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan demikian, dalam interaksinya dengan
lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.8

Awal perkembangan hukum lingkungan lebih banyak berkaitan dengan pemanfaatan
sumber dalam alam sebagai objek pembangunan. Paradigma lingkungan sebagai objek
kemudian bergeser pada pandangan lingkungan seharusnya dipandang sebagai subyek.
Dalam pandangan ini, hukum lingkungan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan
lingkungan secara rasional. Hukum lingkungan yang memandang lingkungan hidup sebagai
subyek hukum merupakan hukum lingkungan modern. Ciri pokok hukum lingkungan
modern, memiliki sifat utuh menyeluruh (integrality and comprehensive), selalu berada
dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan lebih
dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.9

ST. Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern dan
Hukum Lingkungan Klasik. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan
dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk
melindungi kelestariannya agar secara terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi
mendatang.10 Hukum Lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh, selalu berada dalam
dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.11

Berdasarkan uraian di atas, hal yang penting diketahui, yakni pertama, hukum
lingkungan mengatur keseluruhan aspek-aspek lingkungan hidup guna tercapainya
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keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Kedua, hukum lingkungan lebih
dominan sebagai bagian hukum administrasi Negara berasaskan keberlanjutan.
2. Hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian
integral dalam dinamika pembangunan nasional merupakan realitas kehidupan bernegara.12
Indonesia telah menjadikan Pembangunan berkelanjutan yang menjiwai kerangka hukum
nasional. Beberapa, telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai
dasar pengambilan putusan di pengadilan. Berarti dalam beberapa hal, nilai-nilai
pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam aspek lingkungan. Nilai-nilai
pembangunan berkelanjutan penting artinya dalam rangka pembentukan hukum, demikian
pula dalam pembentukan hukum lingkungan.

Di Indonesia, istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dimuat dalam UU
Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun masih
menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan”, Pasal 3 menentukan
“Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi
dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan
kesejahteraan manusia”. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara menyebut istilah pembangunan berkelanjutan
(Pasal 1 angka 3), yakni “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
adalah upaya sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup ke dalam proses
pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan”. Terakhir Pasal 1 angka 3 UU-PPLH:

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa Kkini dan generasi masa depan. Otto Soemarwoto,13
pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (sustainable
development must be ecologicalli, socialy, and economically sustainable). Emil Salim,14

menyatakan “pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam
serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara
rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan
pengembangan lingkungan hidup, yaitu eco-development”.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan di atas, dirumuskan atau diartikan sebagai
paradigma pembangunan yang mengarahkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan.
Lingkungan hidup sebagai sumber daya, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan
pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini
dan masa depan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi Kini dan generasi
masa depan. Terdapat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni;15
pertama, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan
hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup
hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula
pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan
manusia seutuhnya. Ketiga, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk
mendukung proses pembangunan. Keempat, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan
dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima,
menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas
pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara
maju.

Pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan yang dapat
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memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi
pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi mendatang. Pemerintah berupaya
mewujudkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan
pelaksanaan hukum lingkungan. UU-PPLH yang disahkan pada tahun 2009 memuat
prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip-prinsip dimaksud yakni:

a. Prinsip Keadilan Antar Generasi (Intergenerational Equity) Prinsip keadilan
antargenerasi ini didasari sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah sebagai titipan
(in trust) untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan
penjaga dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus
sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya.

b. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi Prinsip ini disebut pula keadilan intragenerasi.
Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, menunjuk kepada gagasan bahwa masyarakat dan
tuntutan kehidupan dalam satu generasi, memiliki hak dalam kemanfaatan sumber-
sumber alam dan kenikmatan atas lingkungan yang bersih dan sehat.16

c. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle) Prinsip pencegahan dini
(precautionary principle) secara teoretis atau praktis mengandung makna bahwa apabila
terdapat ancaman atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat
dipulihkan, ketiadaan pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan
alasan menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
tersebut.17

d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (Biodiversity Conservation). Prinsip
perlindungan keragaman hayati (biodiversity conservation) merupakan prasyarat dari
berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity
principle). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan,
sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini.18
Upaya perlindungan keragaman hayati dilakukan untuk membuktikan komitmen dan
kesadaran pentingnya mencegah secara dini kepunahan keragaman hayati sekaligus
melaksanakan prinsip keadilan baik antargenerasi maupun dalam satu generasi untuk
mewujudkan karakteristik pembangunan berkelanjutan.

e.  Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan,
penggunaan sumber-sumber lingkungan hidup, merupakan kecenderungan dari
dorongan pasar. Akibatnya, kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam
komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan
dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Masyarakat yang menjadi korban dari
kerusakan lingkungan, tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok
untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut kecuali pengadilan.19

Berdasarkan uraian di atas, hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang
pemanfaatannya (ekonomic value), juga mempertahankan keberadaan dan aspek
pemanfaatan guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat. Supaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berkelanjutan dengan fungsi baik. Kerangka
pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan, dalam pengertiannya yang luas adalah
sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Hukum lingkungan mempersyaratkan
standar perilaku sosial dan memberikan ukuran kepastian pada kebijaksanaan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi
landasan negara termasuk Indonesia yang memiliki komitmen dan kesadaran untuk
membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidupnya. Bahkan, kelima prinsip
pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dipandang memiliki nuansa positif untuk
membangun Indonesia yang lebih menghargai kehidupan generasi sekarang dan mendatang,
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berkenaan dengan rasa keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

KESIMPULAN

Hukum lingkungan yang substansi pengaturannya sebagian besar pada bidang hukum
publik dalam hal ini hukum administrasi, sejalan dengan dengan konsepsi negara hukum
kesejahteraan. Hukum lingkungan demikian, bertujuan mencapai keadilan dalam
pengelolaan manfaat lingkungan lingkungan hidup. Perwujudan Hukum lingkungan sebagai
norma pengelolaan lingkungan hidup merupakan penjaga kesimbangan aspek ekonomi,
lingkungan dan sosial sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
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